
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.824, 2018 KEMEN-KUKM. Pola Tata Kelola Lembaga 

Pengelola Dana Bergulir KUKM. 

 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 07 TAHUN 2018  

TENTANG  

POLA TATA KELOLA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI 

DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk menyesuaikan pola tata kelola  

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan 

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

6.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

7.   Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 106); 

8.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada 

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 496); 
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9.  Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 

tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah pada Satuan Kerja 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1792); 

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/VII/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana 

Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

908); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG POLA TATA KELOLA LEMBAGA 

PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA 

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai 

Perkoperasian. 
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2. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang 

selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

3. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut  

LPDB-KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di 

bidang pembiayaan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

4. Pejabat Pengelola adalah Direksi di lingkungan  

LPDB-KUMKM yang diangkat dengan Keputusan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

5. Pegawai adalah Pegawai LPDB-KUMKM yang diangkat 

dengan Keputusan Direksi dan disertai dengan status 

dan jabatan pada LPDB-KUMKM. 

6. Jabatan adalah jabatan pada LPDB-KUMKM. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan 

Direksi untuk menduduki jabatan tertentu. 

8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang 

karena jabatannya atau tugasnya yang berwenang 

melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

9. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada lembaga dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

10. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka 

dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada lembaga dan 

ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. 

11. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses pengukuran 

kelayakan kepatutan kompetensi terhadap calon pejabat 
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pengelola yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh 

Menteri atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh 

Menteri. 

12. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah. 

 

BAB II 

PRINSIP, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 2 

Tata Kelola LPDB-KUMKM dilakukan berdasarkan prinsip 

profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Government Governance). 

 

Pasal 3 

LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

dana bergulir untuk pinjaman konvensional dan/atau 

pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi 

dan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 4 

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 3, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal 

dari pinjaman program dana bergulir dari Koperasi, 

UMKM, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah; 

b. pemberian pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan 

sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi UMKM; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana 

bergulir Koperasi UMKM; 

d. pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir 

Koperasi UMKM; 

e. perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi 

umum;  
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